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ABSTRAK 
 SULFIKAR (B 111 10 279), Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan Norma Penyeberangan Jalan yang diatur 
Dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
di Kota Makassar dengan dosen Pangerang Moenta selaku  pembimbing 
I dan Hasbir Paserangi selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
ketaatan pengguna jalan terhadap penyeberangan jalan di kota Makassar 
dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektivnya 
pelaksanaan norma penyeberangan jalan yang diatur dalam Undang-
Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota 
Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dan yang menjadi 
objek penelitian adalah masyarakat pengguna jalan di kota Makassar. 
Sumber data yang digali dalam penelitian ini antara lain melalui 
kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, dan sumber lainya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk 
menganalisis hasil penelitian, wawancara dengan pihak kepolisian dan 
kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat 
mungkin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan empiris yang bersifat sosiologi hukum yaitu cara pendekatan 
berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai 
dengan fakta-fakta yang ada. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa tingkat 
ketaatan masyarakat pengguna jalan di kota Makassar baik pejalan kaki 
maupun pengendara terhadap norma penyeberangan jalan yang diatur 
dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
masih rendah. Hal tersebut bisa dilihat ketika  para pengendara yang tidak 
memberikan hak pada pejalan kaki untuk menyebrang dengan tenang 
manggunakan zebra cross. Sementara sikap pejalan kaki bisa dilihat saat 
mereka yang terkadang tidak menghargai pengguna jalan yang lain 
dengan menyeberang sembarangan. Semua hal tersebut terjadi karena 
masih rendahnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum para 
pengguna jalan terhadap keberadaan norma penyeberangan jalan itu 
sendiri.sementara faktor hukum, penegak hukum, fasilitas dan kebiasaan 
masyarakat merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya 
norma penyeberangan jalan yang diatur dalam UU No.22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Makassar. Karena 
keempat faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan 
norma penyeberangan jalan di kota Makassar tidak berfungsi dengan 
baik. 
 
vi 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Assalammu alaikum Wr.Wb, 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan 
rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga 
skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis 
menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah  sehingga kesulitan 
dan hambatan dapat terselaesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat 
serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad saw yang telah 
membawa kita semua dari lembah kegelapan menuju alam yang terang 
benderang. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan 
dan tantangan baik yang sifatnya teknis dan non teknis. Hanya dengan 
modal semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi usaha dan 
berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik. 
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari 
semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun 
(konstruktif) demi penyempurnaan di masa mendatang. 
 
vii 
 
Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada 
kedua orang tua penulis Halidi dan Hj. Nurhaeda yang telah memberikan 
begitu banyak dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini 
dapat selesai. 
Adapun maksud dari penyeusunan skripsi ini adalah untuk 
memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu 
(S1) pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih 
dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Rektor Universitas Hasanuddin. 
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
3. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H. selaku Penasehat 
Akademik yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab 
memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi penulis selama 
perkuliahan. 
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. 
selaku ketua dan sekertaris bagian Hukum Masyarakat dan 
Pembangunan. 
 
 
viii 
 
5. Prof. Dr. Pangerang Moenta, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan  
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah 
banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 
penulis dalam menyusun skripsi ini. 
6. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. serta 
Ratnawati, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah banyak 
memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi kebaikan 
penulis dan kesempurnaan skripsi ini. 
7. Guru Besar, Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
8. Bapak Syahrul selaku aparat kepolisian yang telah meluangkan 
waktunya untuk wawancara dengan penulis. 
9. Seganap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas 
bantuannya, dukungannya, kerjasama dan semangat yang sangat 
berharga bagi penulis dan jika suatu hari nanti kita berpisah dan tidak 
bertemu lagi, ketahuilah bahwa hadiah terindah yang pernah penulis 
dapat adalah mengenal kalian semua. 
Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah 
diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi 
hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain 
terima kasih. Begitu banyak bantuan yang diberikan kepada penulis. 
Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan 
yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang 
lebih baik dari Sang Maha Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin. 
ix 
 
Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, 
skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya 
skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
                                                            Makassar,       Februari 2014 
 
 
                                                                             Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
DAFTAR ISI  
HALAMAN JUDUL ...............................................................................  i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................  ii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI  ..................................  iii 
ABSTRAK  ...........................................................................................  iv 
UCAPAN TERIMA KASIH  ...................................................................  v 
DAFTAR ISI .........................................................................................  ix 
BAB  I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang .....................................................................  1 
B. Rumusan Masalah ...............................................................  4 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .........................................  4 
BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA  
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum ...................................  6 
B. Pengertian-Pengertian Dasar  ..............................................  20 
C. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum .............................  23 
D. Teori Efektivitas Hukum .......................................................  31 
E. Norma Penyeberangan Jalan ...............................................  39 
F. Ketentuan Pidana  ...............................................................  43 
BAB  III  METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian  .................................................................  45 
B. Jenis dan Sumber Data  .......................................................  45 
C. Teknik Pengumpulan Data ...................................................  46 
xi 
 
D. Teknik Metode Sampling ......................................................  47 
E. Analisis Data ........................................................................  48 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota  
Makassar  ............................................................................  49 
B. Ketaatan Pengguna Jalan terhadap Penyeberangan Jalan di 
Kota Makassar  ....................................................................  53 
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Efektifnya 
Pelaksanaan Norma Penyeberangan Jalan yang Diatur dalam 
UU  No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Di Kota Makassar  ......................................................  62 
1. Faktor Hukum atau Undang-Undang  ............................  63 
2. Faktor Penegak Hukum  ................................................  65 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas  .........................................  70 
4. Faktor Kebiasaan Masyarakat  ......................................  74 
BAB V PENUTUP 
A. KESIMPULAN ......................................................................  77 
B. SARAN  ...............................................................................  78 
DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................  81 
LAMPIRAN 
 
 
1 
 
 BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan kota Makassar, jumlah penduduk 
di kota Makassarjuga semakin padat.Tetapi sayangnya kemajuan kota 
yang semakin pesat itu tidak diimbangi dengan fasilitas jalan yang 
memadai terutama untuk pejalan kaki.Hal tersebut bisa dilihat ketika 
berada di jalan, sangat jarang dilihat adanya jembatan penyeberangan 
ditempat yang seharusnya terdapat jembatan penyeberangan seperti di 
depan sekolah, kampus, tempat ibadah dan lain-lain. Bagi sebuah kota 
yang arus lalulintas kendaraannya cukup padat seperti kota Makassar, 
tentu tempat penyeberangansangatlah bermanfaat bagi seorang pejalan 
kaki. 
 Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ) dinyatakan dengan tegas pada Pasal 25 ayat(1) 
bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib 
dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, 
pejalan kaki, dan penyandang cacat. Selain itu, dalam Pasal 45 ayat(1) 
poin a, juga dinyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan meliputi tempat penyeberangan pejalan kaki. 
Oleh karena itu, dengan berlakunya UU No.22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut, setiap penyelenggara 
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jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota harus melaksanakan 
amanah untuk menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang sesuai 
dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang berlaku. 
Tetapi fasilitas penyeberangan jalan yang ada di kota Makassar, 
baik zebra cross maupun jembatan penyeberangan, walau sudah dibuat 
cukup baik namun sudah banyak yang tidak berfungsi dengan baik. 
Ketika kita berbicara mengenai jembatan penyeberangan, dapat 
dikatakan bahwa jembatan penyeberangan sebagai salah satu fasilitas 
penyeberangan sudah jarang dipakai. Buktinya adalah sering kali kita 
melihat seorang pejalan kaki lebih memilih untuk menyeberang ditempat 
lain daripada menggunakan jembatan penyeberangan yang sudah 
disediakan. Bahkan mereka lebih memilih untuk menyeberang dibawah 
jembatan penyeberangan itu sendiri.Padahal lebih aman ketika seseorang 
ingin menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan daripada 
menyeberang disembarang tempat.Begitupun halnya dengan Zebra 
Cross. 
Sesuai Dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, di zebra crosssendiri, seseorang diberi hak menyeberang 
dengan tenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 131 ayat(2) yang 
mengatakan bahwa pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat 
menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. 
Namun haltersebut tidak sepenuhnya terwujud.Hal tersebut dapat 
kita lihat ketika berada dijalan. Sangat susah untuk seorang pejalan kaki 
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yang ingin menyeberang dijalanan yang dipadati dengan kendaraan, 
sehingga ia harus menunggu dengan waktu yang cukup lama sampai 
kendaraan sepi untuk menyeberang. Padahal ia menyeberang di zebra 
cross, tempat di mana ia memiliki hak diatur undang-undang seperti 
disebutkan dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009. 
 Menurut ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa begitu seorang 
pejalan kaki sudah menginjakkan kaki di zebra cross, maka kendaraan 
harusnya berhenti dan memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk 
menyeberang. Namun kenyataannya, kepedulianpengendara di kota 
Makassar untuk memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk 
menyeberang pada umumnya rendah.Tidak jarangkita melihat kendaraan 
makin memacu laju kendaraannya ketika melihat ada seseorang yang 
ingin menyeberang di zebra cross. Tidak jarang pula kendaraan (baik roda 
empat maupun roda dua) membunyikan klaksonnya untuk meminta jalan 
kepada orang yang akan menyeberang.Seakan-akan kendaraan ingin 
mengusir para penyeberang jalan di zebra cross. 
 Kenapa semua hal ini bisa terjadi? Menurut penulis, banyak 
pengguna jalanbaik pejalan kaki maupun pengendara di jalan yang tidak 
mengerti aturan lalulintas. Selain itu, kesadaran hukum mereka masih 
rendah sehingga membuat mereka cenderung tidak taat terhadap 
hukum.Mereka jugakurang memiliki etika atau sopan santun di jalan 
raya.Padahal merekalah yang berperan penting dalam mewujudkan 
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam lalu 
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lintas.Namun mereka sendirilah yang menghambat semua hal tersebut 
bias terwujud. 
 Maka dari itu diadakan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas 
norma penyeberangan jalan yang diatur UU No.22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apakah keberadaannnya sudah benar-
benar tepat, sehingga dapat diambil sebagai dasar pengambilan tindakan 
dalam mengatasi masalahlalu lintas di kota Makassar.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana ketaatan pengguna jalan terhadap penyeberangan jalan 
di kota Makassar? 
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya 
pelaksanaan norma penyeberangan jalan yang diatur dalamUU  No. 
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota 
Makassar? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang melandasi  
penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketaatan pengguna jalan 
terhadap penyeberangan jalan di kota Makassar  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak 
efektifnyapelaksanaan norma penyeberangan jalan yang diatur 
dalamUU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalandi kota Makassar. 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu : 
1. Sebagai masukan kepada pihak penentu kebijakan khususnya 
pemerintah kota dalam mengatur ketertiban dan kelancaran lalu 
lintas. 
2. Untuk lebih mengembangkan cakrawala berfikir peneliti dalam 
memecahkan masalah. 
3. Dimaksudkan sebagai tulisan yang dapat memberi manfaat bagi 
pembaca yang berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
4. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas 
masalah yang sama mengenai efektivitas peraturan lalu lintas. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka 
terlebih dahulu akan dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar 
sosiologi maupun sosiologi hukum mengenai sosiologi hukum itu sendiri. 
Menurut Achmad Ali, Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in 
action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, 
yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan 
pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.1 
Jadi, hukum bagi penganut empiris, dipandang bukan hanya 
sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan juga memandang 
hukum sebagai sesuatu yang lebih penting lagi yaitu hukum merupakan 
sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan. Sosiologi hukum 
akan mulai dari masyarakat dan perilaku individu dalam masyarakat 
terhadap hukum, isu yang dikembangkan biasanya adalah efektivitas 
hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan hukum terhadap suatu 
keadaan tertentu, implementasi aturan hukum terhadap sesuatu atau 
kepatuhan individu terhadap aturan hukum.2 
                                                             
1
Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : Yarsif Watampone, 
Hlm. 11. 
2Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Prenada Media Group, Hlm. 30. 
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Jika kajian empiris-sosiologis dipakai untuk membahas persoalan 
pencurian, ia tidak membahas pasal undang-undangnya, ia tidak pula 
membahas mengenai aspek moral dari persoalan pencurian, melainkan 
mempertanyakan bagaiman pencurian dalam kenyataannya. 
Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang 
dari sosiologi umum, yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain 
seperti sosiologi keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi medis. Ia 
seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis 
sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu dari studi 
hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. 
Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum, 
dapat membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam 
membuat putusannya.Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis 
dalam sosiologi hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan 
kesadaran kaum profesional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi 
kemasyarakatannya.3 
Sosiologi  hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri 
merupakan ilmu sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial 
atau pergaulan hidup, singkatnya sosiologi hukum mempelajari 
masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada 
hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni struktur sosial 
                                                             
3 Achmad Ali, opcit,Hlm. 13. 
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dan struktur dinamikanya.Segi struktural masyarakat dinamakan pula 
struktur sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, 
kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.4 
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, dengan berpedoman 
pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapat 
dikatakan, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan 
yang secara teoritis analisis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial 
lain terhadap hukum dan sebaliknya.5 
Lain halnya dengan Alvin S. Johnson yang mengatakan bahwa 
sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah 
sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan 
observasoi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif 
yang efektif ( organisasi-organisasi yang baku, adat-istiadat sehari-hari 
dan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga dalam 
materi dasarnya (struktur kekurangan dan kepadatan lembaga-lembaga 
hukumnya secara demografis. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-
kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan 
pengertian intinya, pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada 
saat bersamaan mengubah sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan 
perwujudan materi hukum).Sosiologi hukum memulai khususnya dari pola-
pola pelambang hukum tertentu sebelumnya, seperti mengorganisasi 
                                                             
4
Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 65 
5Ibid, Hlm. 25 
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hukum, prosedur-prosedur dan sanksi-sanksinya, sampai pada simbol-
simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan peraturan-peraturan dan 
kespontanan hukum.6 
Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum ada dua 
pendapat utama yang dicetuskan oleh J Van Houtte, yaitu7: 
1. Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum 
harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi 
hukum harus menghasilkan suatu sintesa antar hukum sebagai 
sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di 
dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan 
yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam 
mengidentifikasikan konteks sosial di mana hukum tadi 
diharapkan berfungsi. 
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi 
hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan. 
Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat 
mengungkapkan data tentang hal apa yang ada di dalam masyarakat 
yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan 
penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga 
masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif). 
                                                             
6
Alvin S. Johnson, 2004, Sosiologi Hukum, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, Hlm. 64. 
7Soerjono Soekanto, Opcit, Hlm. 25. 
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Terakhir Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai 
ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang 
demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi 
secara sosiologis, sebagai berikut 8: 
1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam 
perbuatan Undang-Undang, penerapan dan pengadilan, ia juga 
mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada masing-masing 
bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum 
berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar 
belakangnya. Dengan demikian, mempelajari hukum secara 
sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang 
hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang 
dari hukum. 
2. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (empirical 
validity). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana 
kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera 
dalam bunyi peraturan atau tidak. 
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia 
hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya. 
                                                             
8Yesmil Anwar,2008, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta : PT Grasindo, Hlm. 112-113 
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Untuk lebih memudahkan lagi dalam menelaah kajian sosiologi 
hukum, berikut karakteristik kajian sosiologi hukum menurut beberapa 
pakar : 
Karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali adalah 
sebagai berikut 9: 
1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap 
prakti-praktik hukum. Apabila prakti-praktik hukum itu dibeda-
bedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam 
pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang 
terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. 
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan : mengapa suatu 
praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu 
sendiri terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang 
berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang 
asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum 
normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “apa 
hukumnya” dan “bagaimana penerapannya”. Sajipto Rahardjo 
mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan 
yang demikian itu sebagai suatu interpretative understanding, yaitu 
cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek tingkah laku 
sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah 
menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga 
                                                             
9Zainuddin Ali, 2005, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 8-9. 
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mampu mengungkapkannya. Tingkah laku yang dimaksud 
mempunyai dua segi yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu, 
sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak 
dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang 
bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku 
seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi 
hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan 
hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama 
sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini. 
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu 
peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi 
suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan 
masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah 
“apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan 
itu?” bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? 
Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan 
pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yang 
pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, 
sedangkan yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris. 
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek 
pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang 
lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan 
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penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang 
demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah 
sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang 
menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di 
sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan 
mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk 
memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. 
Sementara itu, enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang 
dicetuskan oleh Roscoe Pound yaitu sebagai berikut 10: 
1. The first is the study of the actual social effects of legal institutions 
and legal doctrines. 
2. The sociological study in connection with the legal study in 
preparation for legislation. The accepted scientific method has been 
to study other legislation analytically. Comparative legislation has 
been taken to be the best foundation for wise law-making. But it is 
not enough to compare the laws themselves. It is more important to 
study their social operation and the effects which they produce, if 
any, then put in action. 
3. The study of them means of making legal rules effective. This has 
been neglectedalmost entirely in the past. We have studied the 
making of law sedulously. Almost the whole energy of our judicial 
system is employed in working out a consistent, logical, minutely 
                                                             
10Achmad Ali, Opcit, Hlm.14-17. 
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precise body of precedent. But the life of the law is in its 
enforcement. Serious scientific study of how to make our huge 
annual output of legislation and judicial interpretation effective is 
imperative. 
4. A means toward the end last considered is legal history, hat is, 
study not merely of how doctrines have evolved and developed, 
considered solely as jural materials, but of what social effects the 
doctrines of the law have produced in the past and how they have 
produced them. (Instead) it is to show us how the law of the past 
grew out of social, economic and psychological conditions, how it 
accorded with accomodated itself to them, and how far we can 
proceed upon that law as a basis, or in disregard of it, with well-
grounded expectations of producing the results desired. 
5. Another items is the importance of reasonable and just solutions of 
individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the 
attempt to bring about an imposible degree of certainly. In general 
sociological yurist stand for what has been called equitable 
application of law; that is they conceive the legal rule as a general 
guide to the judge, leading him toward the just result, but insist that 
within wide limits he should be free to deal with the individual case, 
so as to meet the demands of justice between the parties and 
accord with the general reason of ordinary men. 6) Finally, the end, 
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toward which the foregoing points are but some of the means, is to 
make effort more effective in achieving the purposes of the law.” 
Jadi Roscoe Pound, berpendapat bahwa : 
1. pertama-tama terhadap studi tentang efek-efek sosial yang aktual 
dari institusi-institusi hukum maupun doktrin-doktrin hukum. 
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam 
mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains 
untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. 
Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar 
terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya 
membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang 
merupakan hal yang lebih penting adalah studi tentang 
pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut 
serta efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu. 
3. Studi para sosiologi hukum itu ditujukan bagaimana membuat 
aturan hukum menjadi efektif. 
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang 
doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa 
efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari 
masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu 
mnunjukkan kepada kita, bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di 
luar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 
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5. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara 
wajar atau patut (equitable application of law), yaitu memahami 
aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun 
hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi 
kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan 
kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara 
kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari 
orang-orang pada umumnya. 
6. Akhirnya, Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih 
mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. 
Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan 
apa yang telah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (1997:19) bahwa11: 
Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam 
kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui 
pemanfaatan teori sosial mengenai hukum.Teori ini bertujuan untuk 
memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan 
pengkajiannya ke luar dari sistem hukum.Kehadiran hukum ditengah-
tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, 
memilih kosep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-
subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk 
dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih 
                                                             
11
Achmad Ali, 2009, Materi Lengkap Mata Kuliah Sosiologi Hukum (Menguak Tabir Sosiologi 
Hukum), Hlm. 34. 
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luas.Apabila di sini boleh dipakai istilah „sebab-sebab sosial‟, maka sebab-
sebab yang demikian itu hendak ditemukan, baik dalam kekuatan-
kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain. 
secara garis besar dapat diketahui bahwa objek utama dari kajian 
sosiologi hukum sebagai berikut12: 
a) mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donal Black (1976 
:2-4) sebagai government social control. Dalam kaitan ini sosiologi 
hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang 
berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam 
kehidupan masyarakat. dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar 
rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah 
melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga 
masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. oleh 
karena itu, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan 
pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang 
dipaksakan oleh pemerintah melalui alat Negara). 
b) lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi 
hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses 
yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial 
yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada di dalam 
masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah norma, kaidah 
agama, dan kaidah sosial lainya, dan dengan kesadaran tersebut 
                                                             
12Achmad Ali, opcit, Hlm. 19. 
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diharapkan warga masyarakat menaatinya. berkaitan dengan itu maka 
tempaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu 
proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga 
memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif. 
c) Objek utama sosiologi hukum lainya adalah stratifikasi. perlu diketahui 
disini bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum 
bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans 
Kelsen dengan grundnorm teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat 
ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas 
bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan 
pelaksanaan hukum. 
d) Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan 
masyarakat, serta hubungan timbal balik di antara keduannya.  
Dari  ruang lingkup maupun dari perspektif sosiologi hukum 
sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya maka Sarjoeno 
Seokanto mengatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam 
kenyataannya adalah sebagai berikut 13: 
1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-
kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks 
sosial. 
                                                             
13Soerjono Soekanto, Opcit, Hal. 26. 
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2. Penguasaan konsop-konsep sosiologi hukum dapat memberikan 
kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas 
hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian 
sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk 
mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu. 
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta 
kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas 
hukum di dalam masyarakat. 
Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan 
yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap 
masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan 
corak permasalahan tersendiri didalam kerangka penegakan hukumnya. 
Menurut Soerjono Soekanto, adanya ketertiban antar pribadi, 
ditandai dengan adanya beberapa ciri, seperti misalnya14: 
1. Adanya sistem pengadilan yang mantap terhadap terjadinya 
kekerasan, 
2. Keseragaman pada kaedah-kaedah hukum abstrak, 
3. Konsistensi, 
4. Karena adanya keteraturan, maka proses kemasyarakatan 
dapat diproyeksikan arahnya, 
5. Keteraturan, 
6. Stabilitas yang nyata (bukan semu) 
                                                             
14
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: 
Rajawali, Hlm. 20. 
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Masalah-masalah tersebut di atas tentunya tidak dapat dilepaskan 
dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada 
hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas 
dan masyarakat yang diatur. 
 
B. Pengertian-Pengertian Dasar 
1. Zebra cross  
Tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan bagi pejalan 
kaki yang akan menyeberang jalan, dinyatakan dengan marka 
jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam yang 
tebal garisnya 300 mm dan dengan celah yang sama dan 
panjang sekurang-kurangnya 2500 mm, menjelang zebra cross 
masih ditambah lagi dengan larangan parkir agar pejalan kaki 
yang akan menyeberang dapat terlihat oleh pengemudi 
kendaraan di jalan.15 
2. Jembatan Penyeberangan 
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah jembatan yang 
letaknya bersilangan dengan jalan raya atau jalur kereta api, 
letaknya berada di atas kedua objek tersebut dan hanya 
diperuntukkan bagi pejalan kaki yang melintas (menyeberang) di 
jalan raya atau jalur kereta api. Jembatan penyeberangan orang 
juga dapat diartikan sebagai fasilitas pejalan kaki untuk 
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http://fariable.blogspot.com/2010/10/jembatan-penyeberangan-orang.html. Terakhir di akses 
tanggal 29 september 2013 
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menyeberang jalan yang ramai dan lebar, menyeberang di jalan 
tol atau jalur kereta api dengan menggunakan jembatan 
tersebut, sehingga alur sirkulasi orang dan lalu lintas kendaraan 
dipisah secara fisik dan kemungkinan terjadinya kecelakaan 
dapat dikurangi.16 
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan 
Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna 
Jalan, serta pengelolaannya. 
4. Lalu Lintas 
Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
5. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang 
meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat 
pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan 
dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 
6. Kendaraan 
Suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan  
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.   
 
 
                                                             
16http://id.wikipedia.org/wiki/Zebra_cross. terakhir diakses tanggal 30 september 2013 
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7. Kendaraan Bermotor 
Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik 
berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 
8. Jalan 
Seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, 
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, 
di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 
permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 
9. Sepeda Motor 
Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-
rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan 
Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 
10. Pengemudi 
Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 
11. Pejalan Kaki 
Setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
12. Pengguna Jalan  
Orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 
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C. Kesadaran Hukum danKetaatan Hukum 
Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani 
dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang 
terdapat di dalamnya.Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan 
yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai 
individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat 
dalam hukum.17 
Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek 
kajian yang penting bagi sosiologi hukum.Sering disebutkan bahwa hukum 
haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.Artinya, hukum 
tersebut haruslah menggikuti kehendak dari masyarakat.Di samping itu, 
hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum 
manusia. 
Begitu banyak pendapat orang maupun pakar hukum tentang 
kesadaran hukum, kemudian karena banyaknya pendapat tersebut 
kemudian dipergunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran 
hukum warga masyarakat atau mungkin juga ada atau tidaknya kesadaran 
hukum pada bagian tertentu dari suatu masyarakat.18 
Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga 
masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga 
masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia, Hlm. 197. 
18Soerjono Soekanto, opcit, Hal.209 
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berlaku.Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap 
hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. 
Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk 
kesadaran hukum yang secara berurutab yaitu19 : 
1. Pengetahuan Hukum 
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan 
dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni 
tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 
2. Pemahaman Hukum 
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh 
seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai 
isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. 
3. Sikap Hukum (legal Attitude) 
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak 
hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum 
tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 
4. Pola Perilaku Manusia 
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan 
hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh 
mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. 
                                                             
19Munir Fuady, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 77. 
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Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum 
demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga 
masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. 
Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu20 : 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum‟ 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum‟ 
Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan 
Sibey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan 
bahwa “The term‟legal consciousness‟ is used by social scientists to refer 
to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that 
is, the understandings which give meaning to people‟s experiences and 
actions”. 21 
Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam 
tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara 
empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum 
sebagai perilaku”. Dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas” 
Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang 
sangat penting di dalam politik hukum nasional.hal ini dapat diketahui 
                                                             
20
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang((legisprudence), Jakarta: Kencana, hlm. 298 
21 ibid. 
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sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa 22: 
2. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan 
menampung kebutuhan kebutuhan hukum sesuai dengan 
kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi 
menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang 
sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai 
prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan 
kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang 
perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, 
dilakukan dengan : 
a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum 
nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, 
kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu 
dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam 
masyarakat. 
b) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut 
proporsinya masing-masing. 
c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-
penegak hukum. 
                                                             
22
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung : P.T. 
Alumni, Hlm. 51-52 
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3.   Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap 
para penguasa dan para pejabat pemerintahan kea rah penegakan 
hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Seringkali diasumsikan bahwa kesadaran hukum erat kaitannya 
dengan ketaatan hukum.Kesadaran hukum dianggap sebagai variable 
bebas, sedangkan taraf ketaatan hukum merupakan variable tergantung.23 
Namun berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan 
bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang 
berbeda, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis 
sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya 
pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.24 
Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya 
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu 
diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai?Apabila warga masyarakat 
hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran 
hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. 
Tetapi kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat 
belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu 
aturan hukum atau perundang-undangan. Contohnya yaitu dalam Pasal 
131 ayat (2) UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 
                                                             
23
 Soerjono Soekanto, Opcit, Hal. 208. 
24Achmad Ali,opcit, Hlm .299. 
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dikatakan bahwa “Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat 
menyeberang Jalan di tempat penyeberangan”. Namun kenyataanya 
adalah walaupun pengendara dijalan sudah mengetahui keberadaan 
aturan tersebut, dengan kata lain mereka sudah mempunyai kesadaran 
hukum bahwa tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk 
menyeberang ditempat penyeberangan adalah melanggar hukum, dengan 
kesadaran hukumnya itu, belum tentu meraka akan memberikan 
kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan tenang. 
Mungkin saja ketika seorang pengendara terburu-buru karena suatu 
urusan yang penting, mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada 
pejalan kaki untuk menyeberang dengan tenang. Itu adalah salah satu hal 
yang membuktikan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang, 
tidak menjamin orang tersebut juga akan taat terhadap hukum. 
Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan 
pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu 
dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun 
secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan 
sehari-hari atau dalam praktek yang nyata. 
Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat 
dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan 
seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik 
materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini 
kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan 
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tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi 
merugikan kepentingan orang banyak. 
Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk 
ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum 
sehingga konsep mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat 
diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dikatakan 
tidak mempunyai kesadaran hukum adalah warga atau masyarakat yang 
mengacuhkan hukum atau bersikap apatis terhadap aturan-aturan atau 
tehadap hukum tertentu. 
Banyak hal yang memungkinkan seseorang bisa taat terhadap 
hukum, jenis-jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman 
adalah sebagai berikut 25: 
1. Ketaatan bersifat compliance, yaitu : 
“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an 
attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the 
desirability of the enforced nile. Power of the influencing agent is 
based on „means-control‟ as a consequence, the influenced person 
conforms only under surveillance”. 
 
Orang menaati hukum karena takut kena hukuman.Ketaatan 
sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh 
harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari 
kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk 
menaati hukum dari dalam diri.Kekuatan yang mempengaruhi 
                                                             
25
Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 
Hlm. 49-50. 
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didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, 
orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah 
pengawasan. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu: 
“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal 
but because of a persons desire to maintain membership in a group 
or relationship with the agent. The source of power is the 
attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group 
or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the 
salience the these relationships” 
 
Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada 
suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang 
menjadi rusak.Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan 
bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab 
keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu 
hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa 
menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati 
kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan 
bergantung atas hubungan utama ini. 
3. Ketaatan yang bersifat  internalization, yaitu: 
“The acceptance by an individual of rule or behavior because he 
finds its content intrinsically rewarding . . . the content is congruent 
with a persons value either because his values changed and adapted 
to the inevitable”. 
 
Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada 
suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai 
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denagn nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan 
oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang 
pada hakekatnya member penghargaan. Isi adalah sama dan 
sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-
nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa 
diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya 
menaati hukum dengan baik. 
Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya 
karena satu jenis saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk 
dalam jenis identification dan internalization.Juga dapat terjadi seseorang 
menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis 
ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya.Selain karena 
aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya juga sekaligus 
dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan 
seseorang. 
 
D. Teori Efektivitas Hukum 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efetivitas  sebagai ketepatan penggunaan, hasil 
guna atau menunjang tujuan. 
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Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam  
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of 
social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam 
masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara 
stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga 
memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang 
maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. 
 Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran 
masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran 
yang rasional atau modern.Efektivikasi hukum merupakan proses yang 
bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. 
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu 
ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita 
akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah afektif. 
Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi 
kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya 
karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung 
pada kepentingannya.26 
                                                             
26Achmad Ali, 2009, opcit, Hlm. 375 
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Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa 
kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat 
compliance, identification, internalization. 
Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang 
berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap 
hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum 
tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap 
dapat dilakukan terhadap keduanya 27: 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhinya; 
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan 
faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. 
 Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, 
maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-
undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain 28: 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
didalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 
(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
                                                             
27
Ibid, Hlm. 376 
28ibid, Hal. 378 
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legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
 
Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari 
para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan 
tersebut.29 
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 
dalam penegakan hukum pada lima hal yakni : faktor hukumnya sendiri, 
faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan 
faktor kebudayaan.30 
Ketika kita mengatakan bahwa suatu aturan hukum sudah efektif, 
berarti hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu 31: 
1. Kaidah Hukum 
Di dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga macam hal 
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai 
berikut : 
                                                             
29ibid, Hlm. 379. 
30
Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, Hlm. 9. 
31Zainuddin Ali, opcit, Hlm.62-65. 
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a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau 
terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. 
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut 
efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya 
oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat 
(teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya 
pengakuan dari masyarakat. 
c. Kaidah hukum berlaku secara filsufis, yaitu sesuai dengan cita 
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 
Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap 
kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab : (1) 
bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah 
itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis 
dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) 
apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinnya kaidah itu hanya 
merupakan hukum yang dicita-citakan (ius contituendum). 
Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persoalan 
efektivitas hukum di Indonesia.Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum 
atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat 
dikembalikan kepada empat faktor yang telah disebutkan. 
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2. Penegak Hukum 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas 
pada strata atas, menengah, dan bawah.Artinya, di dalam melaksanakan 
tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliiki suatu 
pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang 
lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegak hukum dimaksud, 
kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai 
berikut : 
1) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan 
yang ada? 
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan 
kebijakan? 
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat? 
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-
penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga 
memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya? 
Contoh kasusnya yaitu : 
Diberbagai ibukota provinsi Indonesia, misalnya Palu, jarang sekali 
terlihat diambilnya tindakan terhadap pejalan kaki yang seenaknya 
menyeberang jalan.Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, ada 
kecenderungan yang sangat kuat, bahwa yang mengemudikan kendaraan 
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bermotor yang ditindak.Padahal ada peraturan peraturan yang dikenakan 
terhadap para pejalan kaki, yaitu pasal 9 dan pasal 10 PP. no.38 tahun 
1951. Di dalam pasal 108 dari PP tersebut, ada ancaman hukuman 
terhadap pelanggar pasal 9 dan 10 ayat(2), yang oleh UU no.3 tahun1965 
diklasifikasi sebagai peristiwa (tindak pidana pelanggaran). Entah 
mengapa petugas lalulintas diwilayah ini hampir-hampir tidak pernah 
menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut, akan tetapi lebih cenderung 
untuk menerapkan pasal 359 dan 360 KUHP terhadap pengemudi 
kendaraan bermotor apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 
tabrakan antara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. 
Berdasarkan contoh di atas, faktor petugas memainkan peran 
penting mengfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula 
sebaliknya, apabila peraturan buruk, sedangkan kualitas penegak 
hukumnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah. 
3. Sarana/Fasilitas 
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 
aturan tertentu.Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang 
berfungsi sebagai faktor pendukung.Misalnya, bila tidak ada kertas dan 
karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas 
dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.Bagaimana polisi 
dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan 
alat-alat komunikasi yang proporsional.Kalau peralatan dimaksud sudah 
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ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat 
penting.Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, 
padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula 
bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya 
kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu 
peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, 
dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada : 
(1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; 
(2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan 
jangka waktu pengadaannya; 
(3) Apa yang kurang, perlu dilengkapi; 
(4) Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; 
(5) Apa yang macet dilancarkan;  
(6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan. 
4. Warga Masyarakat 
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga 
masyarakat.Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi 
suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat 
kepatuhan.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan 
masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya 
hukum yang bersangkutan. Contohnya yaitu : 
Apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu 
lintas adalah tinggi maka peraturan lalu lintas dimaksud, pasti akan 
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berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan 
jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning 
menyalah, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. 
Namun bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin 
dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi 
tabrakan. 
Berdasarkan contoh di atas, persoalannya adalah : 
(1) Apabila peraturan baik sedangkan warga masyarakat tidak 
mematuhinya, faktor apakah yang menyebabkannya? 
(2) Apabila peraturan itu baik serta petugas cukup berwibawa, 
fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi 
peraturan perundang-undangan? 
 
E. Norma Penyeberangan Jalan 
Norma penyeberangan jalan yang diatur dalam UU. No 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah : 
- Pasal 25 
(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib 
dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: 
a. Rambu Lalu Lintas; 
b. Marka Jalan; 
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 
d. alat penerangan Jalan; 
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e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; 
f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; 
g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; 
dan 
h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
- Pasal 26 
(1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh: 
a. Pemerintah untuk jalan nasional; 
b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; 
c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan 
jalan desa; atau 
d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol. 
(2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
- Pasal 45 
(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan meliputi: 
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a. trotoar; 
b. lajur sepeda; 
c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki; 
d. Halte; dan/atau 
e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia 
lanjut. 
(2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diselenggarakan oleh: 
a. Pemerintah untuk jalan nasional; 
b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; 
c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; 
d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan 
e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol. 
- Pasal 46 
(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, 
dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat 
bekerja sama dengan pihak swasta. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, 
pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah. 
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- Pasal 106 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh 
konsentrasi. 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda. 
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik 
jalan. 
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
wajib mematuhi ketentuan: 
a. rambu perintah atau rambu larangan; 
b. Marka Jalan; 
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 
d. Gerakan Lalu Lintas; 
e. Berhenti dan Parkir; 
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; 
g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan 
Kendaraan lain. 
- Pasal 131 
(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang 
berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 
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(2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat 
menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. 
(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih 
dengan memperhatikan keselamatan dirinya. 
- Pasal 132 
(1) Pejalan Kaki wajib: 
a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan 
Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau 
b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan. 
(2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib 
memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas. 
(3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda 
khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain. 
 
F. Ketentuan Pidana 
- Pasal 283 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh 
suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 
mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) 
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
- Pasal 284 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak 
mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
-     Pasal 287 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan 
dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kota Makassar 
dan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar serta pihak-pihak yang 
terkait dengan penelitian ini yang ada di kota Makassar. 
Alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi yang penulis pilih 
berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas dalam 
penelitian ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan 
berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, 
peraturan perundang-undangan, dan sumber lainya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan sebuah karya ilmiah dibutuhkan saran untuk 
menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala 
tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Dengan demikian kebenaran karya 
ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai 
tindak lanjut dalam dalam memperoleh data-data sebagaimana yang 
diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang 
berupa : 
1. Penelitian Pustaka (Library Search) 
Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (Library Search), 
penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah 
hukum, situs internet serta peraturan perundang-undangan yang 
ada hubunganna dengan penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Search) 
Di dalam melakukan penelitian lapangan (Field Search), penulis 
menempuh tiga cara yaitu : 
a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung 
untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi 
permasalahan yang akan diteliti. 
b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk 
Tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan 
responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini yaitu 
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aparat penegak lalu lintas dan masyarakat yang melakukan 
pelanggaran lalu lintas di kota Makassar. 
c. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah 
dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden.Tujuannya 
adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan 
tujuanpenelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan 
seakurat mungkin. 
 
D. Teknik Metode Sampling 
Populasi 
 Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek 
penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi yang 
berada di kota Makassar. 
Sampel 
 Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 
populasinya, sedangkan sampling adalah prosedur yang digunakan untuk 
dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya 
sedikit saja yang diwawancarai.Jadi, sampel diharapkan benar-benar 
mewakili ciri-ciri suatu populasi. 
Teknik sampling dalah penelitian kualitatif berbeda dengan 
nonkualitatif.Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan 
faktor-faktor kontekstual.Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk 
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menjaring sebanyak mungkin informasi dari brbagai macam sumber. 
Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi 
dasar rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian 
kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan.Sampel yang 
digunakan oleh penulis mencakup para pengendara  dan pejalan kaki 
yang berada di kota Makassar. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesauai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Makassar 
 Kota Makassar merupakan wilayah yang sangat berkembang di 
kawasan Indonesia timur yang pertumbuhan ekonominya lebih meningkat 
dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di kawasan Indonesia 
timur lainnya.Pertambahan penduduk juga bertambah dari tahun ke 
tahun.Begitupun halnya dengan keadaan di lalu lintas jalan, tentunya 
volume kendaraanjuga meningkat, apalagi rata-rata masyarakat di kota 
Makassar memiliki kendaraan pribadi. 
 Dengan meningkatnyavolume kendaraan di jalan tersebut tidak 
jarangmenyebabkan terjadi kemacetan sehinggasering mengakibatkan 
pengguna jalan terdorong untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran 
seperti menerobos traffict light, mengambil jalur para pejalan kaki dan 
masih banyak lagi. Masalah lalu lintas jalan di kota Makassar memang 
tidak lepas dari kata pelanggaran lalu lintas. 
 Hal tersebut terbukti dengan peningkatan jumlah pelanggaran lalu 
lintas yang terjadi di kota Makassar. Jenis pelanggaran yang terjadi juga 
cukup beragam.Walaupun hal tersebut sudah di antisipasi oleh pembuat 
undang-undang dengan membuat UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.Namun,tidak bisa dipungkiri bahwa 
pelanggaran masih tetap sering terjadi. 
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 Tabel 1.Tentang Jenis Pelanggaran Tahun 2010-2012 
Jenis 
Pelanggaran 
2010 2011 2012 
Jalur Kiri 69 116 166 
Safety Belt 214 192 75 
Helm Standar 2.711 1.138 1.346 
Light On 64 112 312 
Spion 1864 1.343 1.173 
Suara Knalpot 942 742 653 
Rambu-Rambu 2.393 2.380 3.024 
Balap Liar 481 873 334 
Sumber : Polrestabes Makassar, diambil pada tanggal 22 Desember 2013 
Jenis pelangaran yang banyak dilakukan di kota Makassar adalah 
pelanggaran terhadap marka / rambu lalu lintas, hal tersebut disebabkan 
oleh para pengendar kendaraan bermotoryang sering tidak menaati 
rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pelanggaran lainya rata-rata pelakunya 
juga adalah para pengendara kendaraan bermotor seperti tidak 
meggunakan helm standar, tidak menggunakan spion, suara knalpot 
ataupun melakukan balapan liar.  
Lebih lanjut bahwa para pengendara motor biasanya melakukan 
pelanggaran pada siang hari mengingat pada waktu itu aparat kepolisian 
tidak lagi berjaga di sepanjang jalan terutama di sekitartraffic lightdan 
pada malam hari ketika sudah tidak ada lagi polisi yang berjaga. 
Menanggapi data tersebut diatas, penulis beranggapan bahwa 
tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi tiap tahunnya itu membuktikan 
bahwa kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pengguna jalan di 
51 
 
kotaMakassar masih rendah atau masih jauh dari apa yang diharapkan, ini 
membuktikan bahwa kultur masyarakat kota Makassar masih sulit untuk 
mematuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga cenderung untuk terus 
melakukan pelanggaran. 
Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan 
sering kali menimbulkan korban.Ada yang mengalami luka ringan, adapula 
yang luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia. 
Tabel2. Tentang Korban Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2010-2013 
Uraian 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 
Luka Ringan 338 1.106 991 842 
Luka Berat 162 422 94 219 
Meninggal Dunia 118 177 142 122 
Jumlah 618 1.705 1.227 1.183 
Sumber:PolrestabesMakassar, diambil pada tanggal 22 Desember 2013  
Jumlah korban akibat prilaku pengguna jalan tersebut dari tahun ke 
tahun juga mengalami kenaikan.Bahkan korban meninggal dunia pada 
tahun 2011 mencapai 177 korban jiwa.Sampai tahun 2013, jumlah korban 
jiwa akibat kecelakaan di jalan masih tergolong cukup banyak. Hal 
tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian khususdari pemerintah kota 
Makassar karena sangat disayangkan apabila nyawa sesorang harus 
berakhir karena menjadi korban dari lalu lintas di jalan. 
Lalu lintas di jalan memang merupakan ladang pembantaian yang 
sangat berbahaya,dibutuhkan kewaspadaan dan perhitungan agar tetap 
selamat dalam berkendara.Lebih lagi adanya berbagai karakter dari 
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pengguna jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan 
sendiri.Dengan melaju secara pelan pun belum tentu seorang pengguna 
jalan dapat selamat dari malapetaka. 
 
Tabel 3. Profesi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2010-2013 
Profesi 
Korban 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 
PNS 10 58 53 38 
SWASTA 287 925 701 615 
MAHASISWA 121 214 179 146 
PELAJAR 70 311 250 218 
PENGEMUDI 20 27 18 5 
TNI 8 15 5 5 
POLRI 7 11 23 20 
Sumber:Polrestabes Makassar, diambil pada tanggal 22 Desember 2013 
 Profesi korban kecelakaan lalu lintas di kota Makassar juga cukup 
beragam, namun hal yang paling disayangkan adalah masih banyaknya 
pelajar yang menjadi korban kecelakaan. Hal tersebut bisa terjadi 
mengingat kelakuan pelajar ketika berada dijalan yang memang sering 
tidak sesuai dengan aturan.Namun tidak sedikit dari pelajar baik pejalan 
kaki maupun pengendara yang sudah menaati aturan tetapi tetap saja 
menjadi korban akibat dari pengendara lain yang ketika berkendara di 
jalan tidak sesuai dengan aturan. Akibatnya, orang lain khusunya pelajar 
ikut menjadi korban. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian yang 
lebih karna mengingat mereka adalah penerus cita-cita bangsa di masa 
yang akan datang. 
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B. Ketaatan Pengguna Jalan terhadap Penyeberangan Jalan di Kota 
Makassar 
Berkembangnya Kota besar seperti kota Makassar tentunya akan 
mengakibatkan peningkatan aktivitas masyarakat kota, sehingga mobilitas 
jalan raya yang sangat tinggi akan terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, 
terlihat perilaku para pengendara yang bertambah kacau ketika berada di 
jalan.Hal tersebut dapat dilihat ketika berada di samping traffic lightsaat 
lampunya berwarna merah yang berarti para pengendara harus berhenti. 
Disaat kendaraan berhenti, saat itu pula para pejalan kaki baru 
memperoleh kesempatan untuk menyeberang dengan tenang 
menggunakan zebra cross. Namun hal yang sering sekali dijumpai adalah 
masih banyaknya pengendara yang berada tepat diatas zebra cross saat 
para pejalan kaki hendak menyeberang jalan. Tentu hal tersebut sangat 
mengganggu para pejalan kaki untuk menyeberang dengan tenang. 
Penulis juga telah melakukan penelitian selama kurang lebih satu 
bulan dengan teknik kuesioner dimana yang menjadi responden adalah 
masyarakat pengguna jalan yang dalam hal ini yaitu 40 pejalan kaki dan 
40 pengendara. Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada 
pengendara adalah apakah mereka pernah melewati garis zebra cross 
yang ada di traffic light? Adapun jawaban dari para pengendara selaku 
responden yaitu : 
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TABEL 4. 
JAWABAN RESPONDENTENTANG PERNAH TIDAKNYA MELEWATI 
GARIS ZEBRA CROSS YANG ADA DI TRAFFIC LIGHT 
No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 31 77,5 % 
2 Tidak 9 22,5 % 
Jumlah  40 100 % 
Sumber :Pengendara melalui pembagian kuesioner selama ±1 bulan 
Berdasarkan hasil kuesioner di atas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 40 responden , 31 pengendara mengatakan pernah melewati 
garis zebra cross di traffic light dan sebanyak 9 pengendara mengatakan 
tidak pernah melewati garis zebra cross di traffic light. 
Dari hasil di atas tampakbahwa kebanyakan pengendara dijalan 
pernah melewati garis zebra cross di traffic light. Sehingga hal tersebut 
membuktikan bahwa mayoritas pengendara di kota Makassar tidak taat 
terhadap aturan mengenai penyeberangan jalanketika berada di dekat 
traffic light. Hal tersebut juga sekaligus membuktikan bahwa kepedulian 
pengendara di kota Makassar terhadap pejalan kaki pada umumnya 
masih rendah. 
Penulis juga telah melakukan wawancara dengan AIPTU Syahrul 
yang bekerja di bagian lalu lintas di Polrestabes Makassar yang berada di 
jalan Jend.Ahmad Yani dan waktu wawancara yang dilakukan oleh penulis 
pada tanggal 22 Desember 2013 pukul 14:00 WITA.Adapun hasil dari 
wawancara tersebut bahwa salah satu hal yang menyebabkan masih 
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banyaknya pengendara yang tidak taat terhadap aturan lalu lintas adalah 
tingginya sikap egoisme pengendara ketika berada dijalan. Para 
pengendara terkesan mementingkan diri sendiri jadi mereka seenaknya 
melakukan pelanggaran termasuk melanggar hak pejalan kaki dengan 
melewati garis zebra crossyang ada di traffic light. 
Adapun alasan dari para responden ketika mereka melewati garis 
zebra cross di traffic lightyaitu : 
TABEL 5. 
JAWABAN RESPONDENTENTANG ALASAN TIDAK MELEWATI 
GARIS ZEBRA CROSS YANG ADA DI TRAFFIC LIGHT 
No. Alasan Jumlah Persentase (%) 
1 Takut kena sanksi 21 52,5 % 
2 
Takut hubungan baik dengan 
seseorang menjadi rusak 
2 5 % 
3 Sesuai dengan nilai intrinsik 11 27,5 % 
4 Alasan Lain 6 15 % 
Jumlah 40 100 % 
Sumber : Pengendara melalui pembagian kuisioner selama ±1 bulan 
Diantara 40 responden, ada 21 responden yang memilih alasan 
takut kena sanksi sementara 2 responden yang memilih alasan takut 
hubungan baik dengan orang lain menjadi rusak dan ada 11 responden 
yang yang memilih alasan aturan tersebut sesuai dengan nilai intrinsik 
(sesuai dengan prinsip mereka). Adapun yang memilih alasan lainya 
sebanyak 6 responden dengan berbagai alasan namun alasan yang 
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responden berikan masih tetap mengikuti teori HC Kelman tentang 
ketaatan hukum.Berdasarkan alasan dari para responden, bisa dikatakan 
bahwa mayoritas pengendara dijalan hanya taat terhadap suatu aturan 
karena mereka takut terkena sanksi. 
Menurut AIPTU Syahrul,pada umumnya masyarakat pengguna 
jalan di kota Makassar hanya akan taat terhadap aturan lalu lintas jika ada 
aparat kepolisian yang berjaga. Hal tersebut terjadi pada waktu sibuk yaitu 
antara waktu sekolah atau kerja pada pukul 06.30-10.00 WITA dan jam 
pulang sekolah atau kantor pada pukul 16.00-18.00 WITA. Pada waktu 
tersebut, masyarakat akan menaati aturan lalu lintas karena cukup banyak 
aparat kepolisian yang berjaga terutama jalur kendaraan yang sangat 
padat maka keberadaan aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk 
mengatur lalu lintas (wawancara, 22 Desember 2013). 
Pernyataan dari AIPTUSyahrul tersebut tentu sesuai dengan teori 
HC Kelman tentang ketaatan yang bersifat compliance karena masyarakat 
pengguna jalan di kota Makassar hanya akan taat terhadap aturan lalu 
lintas jika ada aparat kepolisian yang berjaga. Dengan kata lain bahwa 
para pengguna jalan takut mendapat sanksi dari pihak kepolisian apabila 
di dapat melakukan pelanggaran lalu lintas. 
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Masih mengenai pengendara, hal yang sangat sering juga dijumpai 
dijalan adalah sangat susah untuk seorang pejalan kaki yang ingin 
menyeberang dijalanan yang dipadati dengan kendaraan menggunakan 
zebra crosspadahal mereka menyeberang ditempat mereka memiliki hak 
sesuai UU No.22 tahun 2009. Menurut ketentuan tersebut, dapat 
dikatakan bahwa begitu seorang pejalan kaki sudah menginjakkan kaki di 
zebra cross, maka kendaraan harusnya berhenti dan memberi 
kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang. Namun 
kenyataannya, sering sekali dilihatpara pengendara makin memacu laju 
kendaraannya ketika melihat ada seseorang yang ingin menyeberang di 
zebra cross seakan para pengendara tidak memperdulikan keselamatan 
pejalan kaki. Padahal sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 dimana 
dikatakan dengan jelas dalam Pasal 106 ayat (2) bahwa setiap orang 
yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Hal tersebut membuktikan 
bahwa para pengendara tidak taat terhadap aturan mengenai 
penyeberangan jalan. 
Kataatan terhadap suatu aturan hukum bisa disebabkan oleh 
banyak hal.Seperti ketidaktaatan yang diperlihatkan oleh para pengendara 
terhadap penyeberangan jalan.Kemungkinan besar para pengendara tidak 
mematuhi aturan karena mereka tidak tahu keberadaan aturan 
penyeberangan jalan tersebut. 
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Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka 
penulis mencari tingkat pengetahuan para pengendara terhadap isi dari 
pasal 106 ayat (2) tersebut melalui kueisioner, adapun hasilnya sebagai 
berikut : 
TABEL 6. 
JAWABAN RESPONDENTENTANG TINGKAT PENGETAHUAN 
MEREKA TERHADAP ISI DARI PASAL 106 AYAT (2) 
No Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 7 orang 17,5 % 
2 Tidak 33 orang 82,5 % 
Jumlah 40 orang  100 % 
Sumber: Pengendara melalui pembagian kuesioner selama ±1 bulan 
Dari data diatas, didapatkan hasil bahwa dari 40 responden, hanya 
terdapat 7responden yang tahu akan kewajiban pengendara sementara 
33 lainnya tidak mengetahui sama sekali kewajiban mereka tersebut. Hal 
tersebut membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para 
pengendara terhadap norma penyeberangan jalan masih cukup rendah. 
Perilaku yang kurang baik tidak hanya diperlihatkan oleh para 
pengendara namun juga para pejalan kaki.Bisa dilihatdari perilaku para 
pejalan kaki yang kacau dalam menyeberang jalan dan bisa mengancam 
keselamatan diri mereka sendiri. Walaupun jembatan penyeberangan 
sudah banyak disediakan diberbagai lokasi penting yang rawan 
kecelakaan/ aktivitas ramai yang ada dikota Makassar seperti : pasar, 
sekolah dll. Tetapi hal itu sama sekali belum dimanfaatkan seoptimal 
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mungkin oleh pejalan kaki yang hendak menyeberang. Seperti halnya 
dengan jembatan penyeberangan yang ada di Jl. Urip Sumiharjo, para 
pejalan kaki lebih cenderung melompat/ menerobos pembatas jalan, atau 
langsung menyeberang daripada menyeberang menggunakan jembatan 
penyeberangan yang sudah disediakan. 
Adapun pertanyaan yang diberikan kepada pejalan kaki 
(responden) yaituketika mereka ingin menyeberang di jalan yang ramai 
kendaraan, sementara tempat penyeberangan (jembatan penyeberangan 
atau zebra cross) berada jauh dari tempat mereka berdiri. Apa yang akan 
mereka lakukan? Adapun jawaban dari para responden yaitu : 
TABEL 7. 
JAWABAN RESPONDENTENTANG PENYEBERANGAN JALAN 
No Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Berjalan menuju tempat penyeberangan 16 40 % 
2 Menyeberan ditempat mereka berdiri 24 60 % 
Jumlah 40 100 % 
Sumber :Pejalan kaki melalui pembagian kuisioner selama ±1 bulan 
 Berdasarkan hasil kuesioner di atas, penulis mendapatkan hasil 
bahwa dari 40 pejalan kaki (responden), 16 diantaranya memilih berjalan 
menuju tempat penyeberangan dan sisanya sebanyak 24 responden 
lebihmemilih untuk menyeberang ditempat mereka berdiri. Hasil kuesioner 
tersebut membuktikan bahwa para pejalan kaki lebih cenderung 
menyeberang disembarang tempat daripada menyeberang menggunakan 
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fasilitas yang sudah disediakan baik itu zebra cross ataupun jembatan 
penyeberangan.Hal tersebut juga membuktikan bahwa ketaatan pejalan 
kaki terhadap penyeberangan jalan masih cukup rendah. 
 Sama halnya seperti para pengendara, Hal yang juga 
menyebabkan para pejalan kaki lebih banyak memilih untuk menyeberang 
disembarang tempat daripada menyeberang menggunakan fasilitas 
penyeberangan jalan yang sudah dijelaskan diatas kemungkinan besar 
adalah karena para pejalan kaki tidak tahu bahwa sesuai UU No. 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dikatakan dengan 
jelas dalam pasal 132 ayat (1) poin b bahwa pejalan kaki wajib 
menyeberang ditempat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis 
mencaritahu tingkat pengetahuan para pejalan kaki terhadap isi dari pasal 
132 ayat (1) poin a tersebut melalui kueisioner, adapun hasilnya sebagai 
berikut : 
TABEL 8. 
JAWABAN RESPONDENTENTANG TINGKAT PENGETAHUAN 
MEREKA TERHADAP ISI DARI PASAL 132 AYAT (1) POIN B 
No Jawaban Jumlah Persen (%) 
1 Ya 15 orang 37,5 % 
2 Tidak 25 orang 62,5 % 
Jumlah  40 orang  100 % 
Sumber : Pejalan kaki melalui pembagian kuisioner selama ±1 bulan 
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Dari data diatas, didapatkan hasil bahwa dari 40 responden, 
terdapat 15 responden yang tahu akan kewajiban pejalan kaki sementara 
25 lainnya tidak mengetahui sama sekali kewajiban mereka tersebut. Hal 
tersebut membuktikan bahwa memang pengetahuan hukum para pejalan 
kaki terhadap norma penyeberangan jalan juga masih cukup rendah. 
Menyeberang menggunakan fasiltas penyeberangan jalan yang 
disediakan sesuai dengan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan sama halnya dengan menciptakan kenyamanan bersama. 
Aturan di lalu lintas jalan bukan hanya harus di dipatuhi dan dipahami oleh 
para pengendara roda dua atau roda empat.Namun pejalan kaki yang 
menggunakan jalan pun seharusnya paham dan menaati peraturan di 
jalan tersebut.Semua orang harus taat terhadap peraturan lalu lintas 
ketika berada di jalan.Satu saja tidak taat aturan ketika berada di jalan, 
bisa berakibat fatal. 
Banyak kecelakaan yang merenggut korban jiwa dan korban 
dengan luka ringan atau luka berat bahkan meninggal dunia hanya karena 
tidak menaati aturan lalu lintas yang telah ditetapkan.Kehadiran pejalan 
kaki di jalan pun tidak bisa dipungkiri banyak yang mengganggu aktivitas 
di lalu lintas jalan.Hal tersebut terjadi karena banyaknya pejalan kaki yang 
menyeberang sembarangan. 
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Jika para pejalan kaki mengetahui serta memahami peraturan 
berkelakuan di lalu lintas jalan, berita mengenai pejalan kaki yang 
tertabrak kendaraan roda dua atu roda empat pasti akan lebih sedikit 
terjadi. Kenyataannya adalah para pejalan kaki lebih senangbersusah 
payah menyeberang dengan rasa takut dan rasa was-was daripada agak 
lelah berjalan menuju zebra cross atau jembatan penyeberangan. 
 
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Pelaksanaan 
Norma Penyeberangan Jalan yang Diatur dalam UU  No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
mencapai tujuan.Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.Ketika ingin 
mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang 
harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian 
besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.Jadi, untuk mengetahui 
efektif atau tidaknya norma penyeberangan jalan yang diatur dalam UU 
No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka yang 
harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh para 
pengguna jalan. Namun berdasarkan data di atas, norma penyeberangan 
jalan yang diatur dalam UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan kurang ditaati oleh para pengguna jalan, hal tersebut 
membuktikan bahwa aturan tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, penulis 
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meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan 
norma penyeberangan jalan yang diatur dalam UU  No. 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Makassar tersebut. 
Berikut fakto-faktor yang dijadikan indikator oleh peneliti untuk 
menentukan penyebab tidak efektifnya pelaksanaan norma 
penyeberangan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh 
atau tidak sama sekali? Penulis akan memaparkan hasil penelitian yaitu 
sebagai berikut : 
1. Faktor Hukum atau Undang-Undang 
Ketika melihat UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, memang norma penyeberangan jalan yang terdapat di 
dalamnya sudah cukup bagus. Namun ada sedikit kekeliruan dalam 
masalah penetapan sanksinya, dimana sanksi yang dicantumkan cukup 
tinggi terhadap para pelanggarnya. 
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 
memberikan pertanyaan kepada pengendara (responden) melalui 
kuesioner yaitu apakah mereka setuju bahwa tidak mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki atau pesepeda ketika menyeberang di jalan 
akan dipidana dengan kurungan paling 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)? Maka didapatkan hasil 
sebagai berikut : 
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TABEL 9. 
JAWABAN RESPONDENTENTANG SETUJU ATAU TIDAKNYA 
TERHADAP SANKSI DALAM UU NO.22 TAHUN 2009 
No Jawaban Jumlah Persentase (%) 
1 Ya 12 orang 30 % 
2 Tidak 28 orang 70 % 
Jumlah 40 0rang 100 % 
Sumber : Pengendara melalui pembagian kuisioner selama ±1 bulan 
Dari data diatas, didapatkan hasil bahwa dari 40 responden, 
terdapat 12 responden setuju terhadap aturan tersebut sementara 28 
lainnya tidak setuju terhadap aturan tersebut. Berdasarkan hasil di atas, 
dapat dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat tidak setuju dengan 
aturan yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009 tersebut, ada 
beragam alasan responden tidak setuju dengan aturan tersebut namun 
kebanyakan alasan mereka adalah karena denda yang dicantumkan 
dalam UU lalu lintas tersebut terlalu mahal atau dengan kata lain, sanksi 
yang dicantumkan terlalu tinggi.Sanksi yang tinggi memang merupakan 
salah satucara yang bisa digunakan untuk memberikan efek jera kepada 
para pelanggarnya, namun pemerintah tetap harus memperhatikan 
kondisi masyarakat. 
Penulis berpendapat bahwa niat dari pemerintah memang sudah 
benar yaitu agar dapat meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi dan 
masyarakat merasakan efek jera sehingga kedepannya tidak melakukan 
pelanggaran yang sama mengingat denda yang diterapkan cukup tinggi. 
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Namun, pemerintah sepertinya kurang memperhatikan satu hal yang 
sangat penting yaitu bahwa tingkat perekonomian masyarakat masih 
rendah kalau dibandingkan dengan denda yang mengacu pada Undang-
Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 
Rp.500.000,00. 
2. Faktor Penegak hukum 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 
mepunyai  ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang 
secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap 
penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan.Oleh karena itu, 
seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan 
sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan 
jabatannya.Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 
kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan 
tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan 
efek pada system penegakan hukum.Aturan yang sudah baik tapi tidak 
didukung oleh aparat kepolisian maka cukup sulit untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditopang pengawasan oleh pihak 
kepolisian akan menimbulkan kapatuhan yang lebih baik dibandingkan 
dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol. 
Di dalam hal penegak hukum dimaksud, khususnya mengenai norma 
penyeberangan jalan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang 
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Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemungkinan petugas penegak hukum 
menghadapi hal-hal sebagai berikut : 
a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan norma penyeberangan 
jalan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009? 
Penulis telah melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dari 
Porestabes Makassar, adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh 
penulis dengan AIPTU Syahrul bahwaketerkaitan pihak kepolisian 
dalam menangani masalah penyeberangan jalan di kota Makassar 
hanya sebatas melakukan pengawasan dan arahan-arahan kepada 
pejalan kaki untuk tetap menggunakan fasilitas yang sudah 
disediakan ketika mereka ingin menyeberang. 
b. Apakah UU No.22 tahun 2009 sudah diberlakukan sepenuhnya oleh 
pihak kepolisian terutama mengenai sanksi yang dicantumkan dalam 
UU No.22 tahun 2009 terhadap pelanggar zebra cross? 
Berdasarka wawancara pada tanggal 30 desember 2013 pukul 13.00 
WITA yang dilakukan di bagian lalu lintas polrestabes Makassar, 
adapun hasil dari wawancara tersebut yaitu bahwa pada umumnya 
UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah 
diberlakukan namunbelum diberlakukan sepenuhnya. Ada aturan-
aturan yang belum bisa berlaku sepenuhnya dan salah satunya 
mengenai penyeberangan jalan.Alasannya adalah sanksi yang 
dicantumkan dalam undang-undang tersebut cukup tinggi dan dapat 
menimbulkan persepsi yang negatif terhadap instansi kepolisian jika 
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sanksi tersebut diberlakukan.Polisi hanya sebatas memberikan 
arahan-arahan kepada pejalan kaki untuk menyeberang ditempat 
yang sudah disediakan. 
Hal tersebut juga dapa dilihat ketika berada di jalan, jarang 
bahkat tidak pernah sama sekali terlihat diambilnya tindakan 
terhadap pejalan kaki yang seenaknya menyeberang jalan. Ketika 
terjadi kecelakaan, ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa 
yang mengemudikan kendaraan bermotor yang bersalah. Padahal 
ada aturan bahwa pejalan kaki wajib menyeberang menggunakan 
fasilitas yang disediakan, begitupun halnya dengan para pengendara 
yang tidak memperdulikan para pejalan kaki yang menyeberang 
tepat di zebra cross, sama sekali tidak pernah dilihat polisi 
melakukan tindakan terhadap mereka. 
Jika kita menelaah lebih jauh, tentu hal tersebut merupakan 
suatu hal yang tidak boleh dibiarkan karena dengan melakukan hal 
seperti itu sama halnya dengan membiasakan masyarakat untuk 
melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum itu sendiri.  
Berdasarkan penjelasan di atas, faktor penegak hukum yang 
dalam hal ini yaitu petugas kepolisian memainkan peran yang 
penting dalam memfungsikan hukum. Ketika peraturannya sudah 
baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka aturan hukum 
tersebut tidak akan berlaku sebagaimana mestinya. 
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c. Apakah sosialisasi UU No.22 tahun 2009 sudah sering dilakukan? 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polresatabes 
Makassar, pihak kepolisian sering melakukan sosialisasi dalam 
bentuk penyuluhan, antara lain sebagai berikut : 
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait 
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak 
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota 
Makassar 
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi 
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI 
 Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address 
Penulis kemudian mencari data yang relevan dengan apa yang 
didapatkan di polrestabes Makassar dengan membagikan kuesioner 
kepada para pengguna jalan dengan pertanyaan, apakah mereka 
pernah mengikuti sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 dan hasilnya 
sebagai berikut : 
TABEL 10. 
JAWABAN RESPONDENTENTANG PERNAH ATAU TIDAKNYA 
MENGIKUTI SOSIALISASI UU NO.22 TAHUN 2009 
No Jawaban Jumlah Persen (%) 
1 Ya 5 Orang 6,25 % 
2 Tidak 75 Orang 93,75 % 
Jumlah  80 orang 100 % 
Sumber : Pengguna jalan melalui pembagian kuisioner 
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Berdasarkan data kuesioner di atas, didapatkan hasil bahwa dari 
80 responden , terdapat 5 responden yang pernah mengikuti 
sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 dan sebanyak 75 orang responden 
mengatakan tidak pernah sama sekali mengikuti sosialisasi UU No. 
22 tahun 2009. Dari semua data di atas, dapat dikatakan bahwa 
pihak kepolisian memang sudah sering melakukan sosialisasi 
terhadap masyarakat namun belum menyentuh masyarakat secara 
menyeluruh sehingga tidak heran kalau masih banyak pengguna 
jalan yang tidak tahu mengenai aturan yang ada didalam UU No. 22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Jika 
sosialisasi UU No. 22 tahun  2009 secara umum jarang dilakukan 
dan belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Tentu 
sosialisasi penyeberangan jalan yang menghimbau pejalan kaki 
untuk tetap selalu menggunakan sarana penyeberangan serta 
sosialisasi mengenai sanksi yang akan diterima jika tidak 
menyeberang pada sarana penyeberangan tentunya juga demikian. 
Hal tersebut terbukti dari kurangnya pengguna jalan yang tahu 
norma penyeberangan jalan yang ada di dalam UU No.22 tahun 
2009 yang sudah dijelaskan sebelumnya.Ini membuktikan bahwa 
pengetahuan hukum pengguna jalan terhadap penyeberangan jalan 
masih rendah.Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi 
terhadap norma penyeberangan jalan yang diatur dalam UU No.22 
tahun 2009 itu sendiri. 
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 
aturan tertentu.Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga 
aparat penegak hukumnya sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang 
memadai maka aturan hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik. 
Ruang lingkup sarana dimaksud dalam hal ini yaitu sarana fisik yang 
berfungsi sebagai fasilitas dalam penegakan aturan mengenai 
penyeberangan jalan dimana yang dimaksud dalam hal ini yaitu zebra 
cross dan jembatan penyeberangan. Dalam penelitian yang dilakukan, 
didapatkan bahwa banyak diantara pejalan kaki  yang enggan 
menggunakan fasilitas penyeberangan ketika ingin menyeberang. 
Berikut hasil penelitian dari penulis terhadap apa yang 
menyebabkan fasilitas penyeberangan jalan yaitu zebra cross jarang 
digunakan oleh pejalan kaki adalah : 
 Kurangnya fasilitas zebra cross 
 Jarak antara zebra cross yang cukup jauh sehingga untuk 
menyeberang jalan, pejalan kaki harus berjalan cukup jauh untuk 
menyebrang menggunakan zebra cross 
 Kondisi zebra cross sudah banyak yang tidak layak untuk digunakan 
karena sudah pudar. Kondisi sarana penyeberangan yaitu zebra 
cross memiliki penilaian yang berbeda-beda dari masyarakat 
pengguna jalan, melalui pendapat para responden yang penulis 
amati maka didapatkan data sebagai berikut : 
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TABEL 11. 
TANGGAPAN RESPONDENTENTANG KONDISI ZEBRA CROSS DI 
MAKASSAR 
No Tanggapan Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat Baik -  0 % 
2 Baik 11 orang 27,5 % 
3 Kurang Baik 17 orang 42,5 % 
4 Tidak Baik 12 orang 30 % 
Jumlah  40 100 % 
Sumber : Pejalan kaki melalui pembagian kuisioner selama ±1 bulan 
Berdasarkan data di atas, dari 40 responden terdapat 11 responden 
mengatakan kondisi zebra crosssudah baik, 17 responden mengatakan 
kondisi zebra crosskurang baik dan terdapat 12 responden yang 
mengatakan kondisi zebra crosstidak baik. Dari data di atas didapatkan 
bahwa mayoritas pejalan kaki beranggapan bahwa kondisi zebra 
crossyang ada di Makassar kurang baik bahkan terdapat cukup banyak 
pejalan kaki yang beranggapan bahwa kondisi zebra crosstidak baik. 
Keluhan yang disebutkan oleh para responden yang menyatakan kondisi 
fasilitas zebra crosskurang baik karena banyak yang sudah terhapus dan 
tidak terlihat jelas karena terkikis oleh gesekan antara ronda kendaraan. 
Sedangkan untuk jembatan penyeberangan, hal yang 
menyebabkan pejalan kaki enggan menggunakan jembatan 
penyeberangan adalah : 
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 Kurangnya fasilitas jembatan penyeberangan 
 Pejalan kaki harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menyeberang 
karena harus naik tangga tinggi dan kemudian turun lagi. Jembatan 
penyeberangan pada hakikatnya dibuat bukan demi kenyamanan 
pejalan kaki, melainkan dibuat demi kenyamanan pengendara 
kendaraan bermotor, karena mereka bisa melaju kencang. 
Ketidaknyamanan dalam menggunakan jembatan penyeberangan 
pasti sangat dirasakan oleh masyarakat yang cacat fisik maupun 
bagi para pejalan kaki. 
 Kondisi jembatan penyeberangan yang kurang baik. Banyak 
penilaian dari masyarakat pengguna jalan terhadap kondisi jembatan 
penyeberangan jalan yang ada di kota Makassar. Melalui pendapat 
para responden yang penulis amati maka didapatkan data sebagai 
berikut : 
TABEL 12. 
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KONDISI JEMBATAN 
PENYEBERANGAN DI MAKASSAR 
No Tanggapan Jumlah Persen (%) 
1 Sangat Baik  - 0 % 
2 Baik 12 orang 30 % 
3 Kurang Baik 18 orang 45 % 
4 Tidak Baik 10 25 % 
Jumlah  40 100 % 
Sumber : Pejalan kaki melalui pembagian kuisioner selama ±1 bulan 
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Dari data diatas, didapatkan hasil bahwa dari 40 responden, 
terdapat 12 responden mengatakan kondisi jembatan penyeberangan 
yang ada sudah baik,8 responden lagi kondisi mengatakan jembatan 
penyeberangan yang ada kurang baik sementara 10 responden lainnya 
mengatakan kondisi jembatan penyeberangan yang ada tidak baik dan 
tidak ada responden yang mengatakan kondisi jembatan penyeberangan 
yang ada sangat baik. 
Dari data di atas didapatkan bahwa mayoritas pejalan kaki 
beranggapan bahwa kondisi jembatan penyeberangan yang ada di 
Makassar kurang baik dan tidak sedikit dari mereka yang mengatakan 
kondisi jembatan penyeberangan sudah tidak baik.Ketika peneliti 
mengumpulkan data melalui teknik kuesioner di beberapa jembatan 
penyeberangan yang ada di kota Makassar, peneliti melihat bahwa 
memang ada beberapa jembatan penyeberangan yang kondisinya sudah 
cukup parah seperti yang ada di jln.Pettarani dan jln.Urip Sumiharjo. 
Terlihat atap dari jembatan penyeberangan yang ada di darah tersebut 
sudah banyak yang rusak bahkan sudah tidak memiliki atap.Selain itu, 
banyak sampah yang berserakan di atas jembatan penyeberangan 
sehingga membuat jembatan penyeberangan terlihat kotor. 
 
 
 
74 
 
4. Faktor Kebiasaan Masyarakat 
Pejalan kaki yang menyeberang sembarangan bukan lagi 
merupakan hal yang asing disaksikan ketika sedang berada di 
jalan.Hampir semua orang di Makassar mungkin pernah menyebrang jalan 
sembarangan. Hal ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan negatif yang 
sudah ada sejak lama di kota Makassar.  
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memang ada beberapa 
hal yang melatar belakangi mengapa orang-orang menyebrang jalan 
sembarangan seperti tidak tersedianya zebracross, tidak tersedianya 
jembatan penyebrangan, kondisi sebra cross dan jembatan penyebrangan 
yang sudah tidak baik, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya menyebrang jalan pada tempatnya demi keselamatan. 
Berbicara mengenai kultur, masyarakat Sulawesi Selatan sangat 
mengenal kultur Siri‟ Na Pacce. Kultur atau budaya Siri' Na Pacce 
merupakan salah satu falsafah budaya Masyarakat Bugis-Makassar yang 
harus dijunjung tinggi. Apabila siri' na pacce tidak dimiliki seseorang, maka 
orang tersebut dapat melebihi tingkah laku binatang, sebab tidak memiliki 
rasa malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Mereka juga hanya ingin 
menang sendiri dan memperturutkan hawa nafsunya.Bagi masyarakat 
Bugis-Makassar, siri' mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa 
anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan 
manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. 
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Siri' adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat 
dan martabat manusia, siri' adalah sesuatu yang 'tabu' bagi masyarakat 
Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan, pacce 
mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa 
mementingkan diri sendiri dan golongan ini adalah salah satu konsep 
yang membuat suku Bugis-Makassar mampu bertahan dan disegani 
diperantauan, pacce merupakan sifat belas kasih dan perasaan 
menanggung beban dan penderitaan orang lain.32 
 Siri‟ na pacce‟ dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi 
sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku 
dalam aspek ketaatan masyakarat terhadap aturan tertentu (hukum), 
dengan pemahaman terhadap nilai (siri‟ na pacce‟) ini sangat 
mempengaruhi masyakarat dalam kehidupan hukumnya. 
Melihat sikap para pengguna jalan ketika berada dijalan dimana 
ketaatan mereka terhadap aturan sudah sangat berkurang maka dapat 
diketahui bahwa kultur siri‟ kian pudar pada saat sekarang ini karena 
masyarakat tidak lagi memiliki rasa malu ketika melakukan suatu 
pelanggaran.Contohnya dapat kita lihat ketika berada di dekat traffic light, 
para pengendara tidak lagi malu ketika melewati garis zebra cross. 
Bahkan mereka sering berlomba-lomba menerobos garis zebra cross 
tersebut. Selain itu, Pacce yang artinya kepedulian sosial atau kepedulian 
kepada orang lain juga mengalami pergeseran. Sering sekali kita temui 
                                                             
32
http://lobelobenamakassar.blogspot.com/2012/02/budaya-siri-na-pacce.html. Terakhir di akses 
tanggal 20 januari 2014 pukul 02.12 WITA 
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pengendara motor dan mobil yang tidak memberikan hak pada pejalan 
kaki untuk menyebrang. Jangankan untuk pejalan kaki, sering kali sesama 
pengadara kendaraan tidak mau mengalah. Hal ini sudah menjadi 
kejadian yang sering terjadi dan menunjukkan bahwa sesama pengguna 
jalan di kota Makassar sudah tidak ada lagi rasa kepedulian terhadap 
orang lain dan mereka juga saling tidak menghormati. Dari penjelasan 
tadi, dapat dikatakan bahwa kultur Siri‟ Na Pacce yang selama ini 
dijunjung tinggi oleh masyarakat kota Makassar sudah mengalami 
pergeseran bahkan sudah hampir hilang. Hal tersebut cukup 
mengkhawatirkan mengingat orang-orang Bugis-Makassar yang hidup 
jauh sebelum sekarang ini memiliki kultur siri‟ yang begitu tinggi hingga 
dikenal akan keberaniannya sampai ke negeri seberang karena 
pempertahankan kebenaran dan prinsipnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Tingkat ketaatan masyarakat pengguna jalan di kota Makassar 
baik pejalan kaki maupun pengendara terhadap norma 
penyeberangan jalan yang diatur dalam UU No.22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih rendah. Hal 
tersebut bisa dilihat ketika para pengendara yang tidak 
memberikan hak pada pejalan kaki untuk menyebrang dengan 
tenang manggunakan zebra cross. Sementara sikap pejalan kaki 
bisa dilihat saatmereka yangterkadang tidak menghargai 
pengguna jalan yang lain dengan menyeberang sembarangan. 
Semua hal tersebut terjadi karena masih rendahnya pengetahuan 
hukum dan kesadaran hukum para pengguna jalan terhadap 
keberadaan norma penyeberangan jalan itu sendiri. 
2. Faktor hukum, penegak hukum, fasilitas dan kultur masyarakat 
merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya 
norma penyeberangan jalan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Makassar. 
Karena keempat  faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang 
menyebabkan norma penyeberangan jalan di kota Makassar tidak 
berfungsi dengan baik. 
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B. SARAN 
1. Aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menjalankan 
tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan 
tindakan yang tegas terhadap para pejalan kaki yang menyeberang 
sembarangan dan kepada para pengendara yang terkesan tidak 
menghargai keberadaan para pejalan kaki di jalan. Karena biar 
bagaimanapun, aparat kepolisian adalah golongan panutan dalam 
masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan 
sesuai dengan apa yang telah menjadi tugasnya. 
2. Pemerintah kota Makassar harus lebih memperhatikan fasilitas 
penyeberangan jalan yang ada. Karena apabila suatu aturan sudah 
difungsikan sementara fasilitasnya belum tersedia atau tidak 
memadai maka akan mengakibatkan aturan tersebut tidak akan 
berfungsi. Suatu ide yang penulis rasa bisa diterapkan dalam 
menyikapi hal ini adalah jembatan penyeberangan dan zebra cross 
dipertimbangkan lagi jarak dan penempatannya sehingga pejalan 
kaki diberikan haknya untuk menyebrang. Jika jalan tersebut 
dirasakan terlalu berbahaya untuk disebrangi, ada baiknya zebra 
cross atau jembatan penyebrangan dibuat seperti di depan sekolah, 
kampus, tempat ibadah serta di depan mall.  
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Selain itu, cara lain yang bisa digunakan untuk memberikan 
kemudahan bagi pejalan kaki adalah membuat fasilitas 
penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas. Biasanya 
dilengkapi dengan tombol untuk mengaktifkan lampu lalu lintas, bila 
tombol dipencet maka beberap saat kemudian lampu bagi pejalan 
kaki diaktifkan dan menjadi hijau bagi pejalan kaki, dan merah 
untuk lalu lintas kendaraan. Bila jalannya cukup lebar maka 
sebaiknya dilengkapi dengan pulau pelindung ditengah 
jalan/median jalan. Fasilitas penyeberangan ini harus dipasang 
pada lokasi-lokasi yang kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus 
penyeberangnya cukup tinggi. 
Satu lagi cara yang bisa digunakan adalah dengan menyediakan 
terowongan dibawah jalan. Bisa dikatakan bahwa terowongan 
dibawah jalan lebih baik daripada jembatan penyeberangan namun 
dari aspek keamanan bisa lebih buruk karena bisa memudahkan 
seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu 
terowongan perlu diawasi dengan baik dan bila diperlukan 
diperlengkapi dengan kamera pengintai. 
Pembangunan terowongan disarankan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
 Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan Zebra 
Cross dan Jembatan penyeberangan tidak memungkinkan 
untuk dipakai. 
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 Bila kondisi lahannya memungkinkan untuk dibangunnya 
terowongan. 
 Arus lalu lintas dan arus pejalan kaki cukup tinggi. 
3. Upaya yang bisa kita lakukan adalah mengembalikan kembali 
budaya siri‟ na pacce yang sudah menjadi pedoman masyarakat 
kota Makassar sejak dulu dimana masyarakat saling menghargai. 
Ketika budaya tersebut diterapkan ketika berada dijalan, tentu 
semua pengguna jalan akan saling menghargai sebagai sesama 
pengguna jalan dan itulah memang yang seharusnya terjadi karena 
masing-masing pengguna jalan memiliki haknya yang harus kita 
hargai. Sikap saling menghargai ini harus diterapkan kembali dalam 
diri kita masing-masing. 
4. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah terus mendorong kesadaran 
hukum para pengguna jalan supaya bisa menjadi ketaatan hukum. 
Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempromosikan budaya 
menyebrang yang baik. Kita bisa mulai dengan memberikan plang 
“menyebrang di sini” di setiap tempat penyebrangan jalan. Satu 
kalimat yang sangat bagus adalah “Kalau mau merubah dunia, 
jangan lupa untuk mulai dengan merubah diri sendiri.” Kalau satu 
per satu kita sudah bisa membudayakan tertib, kita tunggu 
waktunya langkah-langkah kecil itu menjadi ombak yang 
menggulung dan merubah kebudayaan yang tidak tertib saat ini 
menjadi budaya yang tertib. 
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TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS 
PELAKSANAAN NORMA PENYEBERANGAN JALAN YANG DIATUR 
DALAM UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN DI KOTA MAKASSAR 
                                                                OLEH 
                                                             SULFIKAR 
                     PROGRAM STUDI HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN 
            FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 
   MAKASSAR  
                                                               2013 
 
Untuk membantu dalam proses penelitian ini, maka penulis mengharapkan agar 
responden menjawabnya dengan sejujurnya. 
IDENTITAS RESPONDEN (PENGENDARA) : 
NAMA  : ......................................................... 
UMUR :……………………………………… 
PEKERJAAN : ……………………………………… 
PENDIDIKAN TERAKHIR : ………………………………………… 
SUKU : ………………………………………… 
 
PENGETAHUAN TENTANG UU NO. 22 TAHUN 2009 
1. Pernahkah anda mendengar mengenai UU no. 22 tahun 2009? 
a. Ya  
b. Tidak  
2. Tahukah anda isi dari UU No. 22 Tahun 2009? 
a. Sangat  tahu 
b. Tahu 
c. Kurang tahu 
d. Tidak tahu 
3. Pernahkah anda mengikuti sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009? 
a. Ya  
b. Tidak
PENYEBERANGAN JALAN 
4. Apakah anda tau apa itu zebra cross? 
a. Ya  
b. Tidak  
5. Apakah anda merasa zebra cross mengganggu bagi pengendara di jalan? 
a. Ya 
b. Tidak 
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6. Seberapa sering anda mendapat seseorang menyeberang disembarang tempat 
daripada menggunakan zebra cross? 
a. Sangat sering 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak pernah
7. Apakah anda pernah melewati garis zebra cross di lampu merah (traffic light)?
a. Ya 
b. Tidak  
8. Apa alasan anda ketika tidak melewati garis zebra cross yang ada di lampu merah(traffic 
light)? 
a. Takut kena sanksi 
b. Takut hubungan baik dengan seseorang rusak 
c. Sesuai dengan nilai intrinsik (aturan tersebut sesuai dengan prinsip anda) 
d. Lainnya …………………………… 
9. Ketika anda sedang terburu-buru saat mengendarai kendaraan di jalan karena ada 
suatu urusan penting, kemudian anda melihat seseorang menyeberang di zebra cross, 
apa yang anda lakukan?
a. Berhenti dan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menyeberang 
b. Tidak mempedulikan orang tersebut
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10. Apakah anda tau bahwa tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda 
ketika menyeberang di jalan akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 500.000,00? 
a. Ya 
b. Tidak 
11. Apakah anda setuju dengan aturan seperti yang disebutkan pada no.10? 
a. Ya 
b. Tidak, Alasannya …………………………………….. 
 
 
 
TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS  
PELAKSANAAN NORMA PENYEBERANGAN JALAN YANG DIATUR DALAM  
UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KOTA MAKASSAR 
                                                                OLEH 
                                                            SULFIKAR 
                 PROGRAM STUDI HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN 
          FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 
   MAKASSAR  
                                                               2013 
 
Untuk membantu dalam proses penelitian ini, maka penulis mengharapkan agar responden 
menjawabnya dengan sejujurnya. 
IDENTITAS RESPONDEN (PEJALAN KAKI) : 
NAMA : ...................................................................... 
UMUR : …………………………………………………. 
PEKERJAAN : …………………………………………………. 
PENDIDIKAN TERAKHIR : …………………………………………………. 
SUKU : …………………………………………………. 
 
PENGETAHUAN TENTANG UU NO. 22 TAHUN 2009 
12. Pernahkah anda mendengar mengenai UU no. 22 tahun 2009? 
c. Ya  
d. Tidak  
13. Tahukah anda isi dari UU No. 22 Tahun 2009? 
e. Sangat tahu 
f. Tahu 
g. Kurang tahu 
h. Tidak tahu 
14. Pernahkah anda mengikuti sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009? 
c. Ya  
d. Tidak
PENYEBERANGAN JALAN 
15. Apakah anda pernah menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan? 
c. Ya  
d. Tidak (lewati no.5) 
16. Apakah anda merasa aman ketika menyeberang menggunakan jembatan 
penyeberangan? 
c. Sangat aman 
d. Aman 
e. Kurang aman 
f. Tidak aman 
17. Menurut anda, bagaimana kondisi fasilitas  jembatan penyeberangan yang sering anda 
lihat? 
e. Sangat baik 
f. Baik  
g. Kurang baik 
h. Tidak baik 
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18. Apakah anda pernah menyeberang menggunakan zebra cross?
c. Ya 
d. Tidak (lewati no.8) 
19. Apakah anda merasa aman ketika menyeberang menggunakan zebra cross? 
a. Sangat aman 
b. Aman 
c. Kurang aman 
d. Tidak aman
20. Menurut anda, bagaimana kondisi fasilitas  zebra cross yang sering anda lihat?
c. Sangat baik 
d. Baik 
e. Kurang baik 
f. Tidak baik 
 21. Ketika anda ingin menyeberang di jalan yang ramai kendaraan, sementara 
tempat penyeberangan (jembatan penyeberangan atau zebra cross) berada 
jauh dari tempat anda berdiri. Apa yang akan anda lakukan? 
a. Berjalan menuju tempat penyeberangan  
b. Menyeberang ditempat saya berdiri 
22. Apakah anda tahu bahwa pejalan kaki wajib menyeberang ditempat yang 
telah ditentukan kecuali ditempat tersebut tidak terdapat tempat 
penyeberangan? 
a. Ya 
b. Tidak 
23. Apakah anda pernah menyeberang dibantu oleh petugas lalu lintas? 
a. Ya 
b. Tidak  
24. Apa alasan anda taat terhadap aturan lau lintas? 
a. Takut kena sanksi 
b. Takut hubungan baik dengan seseorang menjadi rusak 
c. Aturan tersebut sesuai dengan nilai intrinsik atau sesuai dengan prinsip 
saudara 
d. Lainnya ………………….. 
 
 
TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
   
  
